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I. PENDAHULUAN 

A. Dasar Hukum  

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah 

terkahir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, 

diatur bahwa DPR RI memilki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi 

Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, 

dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam 

maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3. 

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Ke Bandung, Provinsi Jawa Barat 

didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, 

pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI 

tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan 

Kunjungan Kerja pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2022 – 

2023, dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan 

Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Reses Persidangan IV 

Tahun Sidang 2022 – 2023. 

 
B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI 

 

 

NO. 
NO. 

ANGG. 
N   A   M   A KETERANGAN 

1.  A-352 MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. PIMP. / F-NASDEM 

2.  A-161 Prof. (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A. F.PDIP 

3.  A-327 GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. F.PG 

4.  A-290 BUDHY SETIAWAN F.PG 

5.  A-361 ZURISTYO FIRMADATA., S.E., M.M. F NASDEM 

6.  A-353 H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P. F NASDEM 

7.  A-11 TOMMY KURNIAWAN F.PKB 

8.  A-536 Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI F.PD 

9.  A-416 Hj. NEVI ZUAIRINA F.PKS 

10.  A-409 RAFLI F.PKS 

11.  A-463 ELLY RACHMAT YASIN F.PPP 



 
 

C. Objek Kunjungan Kerja 

Terkait dengan Objek Kunjungan Kerja Reses ini, beberapa  pihak yang 

akan terlibat antara lain : 

1. Kementerian BUMN 

2. PT Jasa Marga (Persero) Tbk 

3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk 

4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

5. PT Brantas Abipraya (Persero) 

6. PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

7. PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

8. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

 

D. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 

Secara umum kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja 

Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor 

industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta 

upaya penyelesaiannya. 

Secara khusus kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

perkembangan Progres Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan Evaluasi 

kinerja BUMN pada Hari Raya Idul Fitri 1444 H, khususnya di wilayah Provinsi 

Jawa Barat. 

 

 
II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA 

1. Paparan Mitra Kerja  

a. PT Jasa Marga (Persero) Tbk 

Ruas Jalan Tol JM Group di Jawa Barat antara lain Jalan Tol Jakarta-  

Cikampek, Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi, Jalan Tol Padalarang  Cileunyi, Jalan 

Tol Cikampek Padalarang, Jalan Tol Layang MBZ (JJC),  Jalan Tol Bogor Outer 

Ringroad (MSJ). Persentase volume lalu lintas ruas jalan tol JM Group di Jawa 

Barat sebesar 33% dari total JM Group. Pada  tahun  2021,  volume  lalu  lintas  

di  Provinsi  Jawa  Barat mengalami peningkatan sebesar 22 juta kendaraan 



 
 

atau naik  6% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan 

sebesar 38 juta  kendaraan atau naik 11% dari tahun 2021. Baik pada tahun 

2021 maupun 2022, volume lalu lintas di semua segmen di Jawa Barat telah 

mengalami kenaikan. 

 

 



 
 

 

 

Persentase pendapatan tol Jasa Marga Group di Jawa Barat sebesar 

30% dari total JM Group. Pada   tahun   2021,   pendapatan   tol   di   Provinsi   

Jawa  Barat mengalami  peningkatan  sebesar  Rp  710  juta  atau  naik  18% 

dari tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 510 juta 



 
 

atau naik 11% dari tahun 2021. Peningkatan ini didorong dengan adanya 

pengembangan jalan tol baru. 

 

 

 

 



 
 

b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk  

Guna memastikan pelaksanaan Angkutan Lebaran 2023 berjalan 

lancar, aman dan selamat, insan KAI melakukan posko Angkutan Lebaran 

2023/1444 H, dimulai dari jajaran BOC/BOD, Kepala Daerah dan Top 

Management direktorat terkait hingga Frontliner. 

 

 

 



 
 

Sampai dengan 1 Mei 2023 pukul 15.00 WIB, KAI mampu menjaga On 

Time Performance dengan average (keberangkatan dan kedatangan KA) 

sebesar 98,6%. 

 

 

 

Untuk KA Jarak Jauh saat ini realisasi volume telah mencapai 103,9% 

dari Program yang ditetapkan dan 19% diatas masa angkutan Nataru 2022, 

25% diatas Realisasi Angkutan Lebaran 2022, serta 84% disbanding dengan 

Angkutan Lebaran 2019 ü Untuk kondisi volume KA Lokal masih cukup rendah 

mengingat pola masyarakat dalam pembelian tiket mayoritas dilakukan secara 

go show pada hari H keberangkatan. 



 
 

 

 

 

 

Program Mudik Gratis merupakan program Kerjasama dengan 

Kementrian BUMN yang memberikan kemudahan mudik secara gratis 

menggunakan moda transportasi kereta api. Program mudik ini dikoordinir oleh 

Jasaraharja dengan alokasi seat sebanyak 14.000 seat dan dapat diserap 



 
 

sebanyak 14.000 seat, sedangkan PT KAI berpartisipasi jg secara mandiri 

dalam menyediakan 800 seat program mudik gratis, namun demikian lebih dari 

800 pendaftar hanya terverifikasi 573 pnp yang dapat menikmati fasilitas mudik 

gratis ini. 

 

c. Wijaya Karya (Persero) Tbk 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

d. PT Brantas Abipraya (Persero) 

Dengan berakhirnya pembangunan Bendungan Ir. Sutami – Karang 

Kates di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada tahun 1980, Pemerintah 

membentuk 3 badan usaha : 1. Badan Pelaksana (BAPEL) Proyek Brantas 2. 

PT Indra Karya, menangani bidang perencanaan proyek. 3. PT Brantas 

Abipraya, menangani pelaksanaan proyek (Sebagai badan hukum didirikan 

pada tanggal 12 November 1980) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

e. PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) merupakan salah satu BUMN 

konstruksi dengan kredibilitas yang kuat. ADHI didirikan pada tahun 1960 dan 

menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2004 

 

ADHI berkontribusi dalam pengembangan proyek monumental dan 

proyek infrastruktur nasional, seperti Monumen Nasional, Stadion GBK, Masjid 

Istiqlal, LRT Jabodebek, Jalan Tol Sigli – Banda Aceh, Jalan Tol Cisumdawu, 

Masjid Al-Jabbar. 



 
 

 

 

 

 

Kini, ADHI 64% dimiliki oleh Pemerintah dan 36% dimiliki oleh 

pemegang saham publik, dengan nilai ekuitas Rp 8,8 triliun dan total aset Rp 

37,6 triliun. ADHI didukung oleh 2.700 karyawan terampil dan berbakat. 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

f. PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

 



 
 

Waskita Karya berdiri pada tahun 1961 melalui proses nasionalisasi 

perusahaan asing yang awalnya bernama Volker Aannemings Maatschapiij 

N.V. Waskita Karya Mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (IPO) pada 

bulan Desember 2012 dengan menerbitkan saham baru sebesar Rp 1,2 Triliun. 

 

 

Pada Juni 2015 menyelesaikan aksi korporasi dengan menerbitkan 

saham baru (Rights Issue) total nilai Rp 5.3 Triliun. Mencatatkan saham anak 

perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk di Bursa Efek Indonesia melalui 

IPO pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp 5,2 Triliun. 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Pada Desember 2021 dan Januari 2022 menyelesaikan aksi korporasi 

dengan menerbitkan saham baru (Rights Issue) total nilai Rp 9,44 Triliun. 

 

 

 

g. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

   



 
 

 

 

 



 
 

2. CATATAN DAN REKOMENDASI 

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat 

pelaksanaan kunjungan kerja reses ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi 

perhatian mitra atau BUMN yang diundang dalam pertemuan. Catatan tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 

▪ Beban lingkungan dan dampak sosial dari pembangunan tol Cisumdawu 

tetap harus mendapat perhatian dan jangan diabaikan. Mengingat terdapat 

banyak titik patahan di Jawa Barat, oleh karena itu ini harus menjadi 

catatan serius. 

▪ PMN yang diterima oleh beberapa BUMN Karya, penggunaannya harus 

lebih hati-hati. Jangan sampai PMN yang diberikan, membuat kinerja 

keuangan BUMN yang menerima PMN mengalami penurunan keuangan. 

▪ Lintasan kereta api yang hingga hari ini belum memiliki palang pintu dan 

petugas yang berjaga, agar menjadi perhatian PT KAI. 

▪ Guna meningkatkan kinerja keuangan masing-masing BUMN, perlu 

adanya inovasi dan perbaikan terhadap manajemen dari masing2 

perusahaan. 

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi 

VI DPR RI, antara lain: 

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja seluruh mitra kerja yang hadir, 

khususnya BUMN Karya terkait arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2023 yang 

berjalan lancar tanpa ada kemacetan yang berarti  

2. Komisi VI DPR RI meminta sulurh perusahaan BUMN karya agar lebih 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui perbaikan dan inovasi 

terhadap manajemen masing-masing perusahaan. 

3. Komisi VI DPR RI mengingatkan kepada BUMN Karya yang sudah menerima 

PMN agar penggunaannyalebih hati-hati dan jangan sampai PMN yang 

diberikan, membuat kinerja keuangan BUMN yang menerima PMN mengalami 

penurunan kinerja keuangan. 

4. Komisi VI DPR RI perlu menyampaikan berbagai catatan yang telah diperoleh 

selama kunjungan untuk disampaikan kepada Kementerian BUMN dan 

Perusahaan BUMN terkait agar dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. 



 
 

3. DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. PENUTUP 

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Bandung, 

Provinsi Jawa Barat pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022-

2023. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam 

laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam 

rapat-rapat Komisi VI DPR RI. 

 

 

 Bandung, 8 Mei 2023 

Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI 

Ke Provinsi Jawa barat 

 

 

 

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. 

A – 352 

 


